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Hal1 | ® poldavs

nyataan JPU KPK tak mampu -

dibuktikan, maka Polda Kal-
bar akan meminta pertang-
gungjawaban atas pernyataan
tersebut kepada KPK.

"Tapi apabila dia (KPK)

‘tidak bisa membuktikan dan
“memang tidak ada hal-hal
-yang dimaksud, maka kita
(Polda Kalbar) bisa mem-
balikkan, meminta pertang-
~ gungjawabannya," tegas Didi,
- Kamis (28/11).
.*  Sementara ketika dikon-
“firmasi, Komisioner KPK,
"Saut Situmorang mengata-
*kan belum bisa memberikan
- komentar apa pun. -

1 "Nanti kita pelajari dulu

- ya, saya belum (mengetahui)
.detail tentang itu," ujarnya
~melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan yang diperso-
“alkan muncul ketka sidang
» perdana empat terdakwa kasus
- suap Bengkayang di Gedung Ti-
- pikor Pengadilan Negeri Ponti-
-anak, Senin (18/11) lalu. Empat
" terdakwa kasus tersebut adalah
*pihak swasta yakni Direktur
- Utama CV Banjar Raya Utama,
"Rodi; Direktur Utama CV Ta-
jur Rasak, Pandus; Direktur
Utama CV Menyala, Bun Si Fat
alias Alut dan Yosef Ateng.
' JPU KPK, Feby D saat
itu menuturkan uang yang

diminta oleh Gidot, akan
digunakan untuk mengurus
kasus dugaan korupsi penya-
luran dana bantuan khusus
desa dari BPKAD Bengka-
yang sebesar Rp20 miliar
yang saat ini ditangani oleh
Dirkrimsus Polda Kalbar.

Sayangnya, Feby tidak
menjelaskan « secara detail
uang itu akan digunakan un-
tuk apa dan siapa.

"Kami tidak mendalami
kasus itu (bansus), tapi pihak
Polda Kalbar yang menangani
bantuan keuangan di Beng-
kayang. Ranahnya kami tidak
sampai di situ. Kdini hanya
menyidik dan menuntut per-

buatan mereka (terdakwa dan

tersangka). Yang apakah per-

mintaan Bupati Bengkayang -
itu untuk mengurus kasusnya
di Polda atau tidak, nanti kita
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lihat dari persidangan saja
nanti," ungkap Feby.

Namun yang jelas, Feby
memastikan keterangan ter-
sebut berasal dari pernyataan
Gidot. Pembuktian benar atau
tidaknya, akan dibuktikan
pada sidang selanjutnya nanti.

Tak hanya itu, pada per-
sidangan kedua pemeriksaan
para saksi, Senin (25/11), salah
satu hal menarik terungkap.
Pemberian sejumlah uang dari
para terdakwa kepada Gidot,
bertepatan  dengan peme-
nuhan panggilan Polda Kalbar
padanya terkait kasus Dana
Bantuan Khusus (Bansus)
Desa dari Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Bengkayang tahun
anggaran 2017 senilai Rp20
Miliar. Di hari sama, Selasa
(3/9), Gidot terjaring operasi
tangkap tangan Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang itu, em-
pat orang saksi dihadirkan.
Mereka adalah Sekda Beng-
kayang Obaja, Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kadisdikbud) Bengkayang
Agustinus Yan, Kasi Peme-
liharaan/Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan Bidang Bina
Marga PUPR Bengkayang
Martinus  Suwandi, dan
Kasi Penganggaran BPKAD
Bengkayang Marsindi.

"Artinya kan kaitan de-
ngan alasan bupati itu (ka-
itan permintaan uang untuk
mengurus kasus di Polda Kal-
bar), benar tidaknya kita lihat
nanti pemeriksaan lagi. Yang
jelas penyerahan uang itu juga
bertepatan dengan pemang-
gilan Gidot oleh Polda Kal-
bar," ungkap Jaksa Penuntut
Umum (JPU) KPK, Feby D
usai sidang, Senin (25/11).

Feby menyebutkan, fakta
persidangan menyebutkan ada
permintaan sebesar Rp1 Miliar
oleh Gidot pada Kepala Dinas
PUPR Bengkayang, Alek-
sius dan_Kepala Disdikbud
Bengkayang, Agustinus Yan.
Jika terpenuhi, Gidot berjanji
akan menambahkan dana
untuk Dinas PUPR sebesar
Rp7,5 Miliar dan Rp6 Miliar
untuk Disdikbud, dari Ang-
garan Pendapatan dan Belanja
(APBD) Provinsi Kalbar.

Permintaan uang itu di-
minta setelah rapat koordinasi
pada 30 Agustus 2019 lalu.
Rapat dihadiri Gidot, Alek-
sius, Sekda Bengkayang Obaja,
Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Gerardus, Kepala Dis-
dikbud Agustinus yan, dan Ke-
pala Bidang Anggaran BPKAD.
Saat itu, kata Feby, Aleksius
hanya mampu menyerahkan
uang sebesar Rp340 juta, se-
mentara Kadisdikbud diminta
sebesar Rp200 juta.

"Pelaksanaannya - ter-
nyata, Kadis Disdikbud ber-
upaya menghindar untuk
tidak memenuhi permintaan
dari bupati. Dan fakta di
persidangan kita tidak bisa

buktikan Kadisdikbud mem-"

berikan uang yang diminta
bupati," ujar Feby. -

"Tapi inikan keterangan
dari bupati, dirapatkan pada
tanggal 30 Agustus ada per-
mintaan "dari bupati terse-
but. Tapi tidak jelas. Entah
akal-akalan bupati, namun
yang jelas itu bupat1 menga-
takan demikian," ujarnya.

Berdasarkan ° keterangan
yang diberikan Kasi Pemeli-
haraan/Rehabilitasi Jalan dan
Jembatan Bidang Bina Marga
PUPR Bengkayang, Martinus
Suwandi dan Sekda Bengka-
yang, Obaja pada persidangan
tersebut, permintaan bupati
itu baru pertama kalinya di-
lakukan. Sebelumnya, belum
pernah ada permintaan sama
oleh Gidot.

Kuasa hukum terdakwa

Rodi, Since Kurniawati usai
sidang menjelaskan - berda-
sarkan hasil persidangan, kli-
ennya tidak begitu mengenal
Kadis PUPR Bengkayang,
Aleksius. Maksud permintaan

uang oleh Aleksius pun, tidak

diketahui oleh para saksi.

"Dari empat saksi ini
sama sekali tidak mengeta-
hui. Dari keterangan saksi
juga kita bisa mendengarkan
motivasinya apa, Aleksius me-
minta itu (uang permintaan
Gidot). Nanti ketika persi-
dangan Aleksius kita minta
keterangan," ujarnya.

Senada dengan  Sitiee,
Kuasa Hukum dua terdakwa
Pandus dan Yosef, Zakarias
menegaskan dari empat saksi,

hanya Martinus Suwandi yang

tahu soal penyetoran uang,

“Mereka tidak tahu persis
penyerahan uang itu, apakah
untuk proyek atau pinjaman. Ti-
dak dijelaskan secara rinci. Uang
itu masih samar-samar. Mung-
kin setelah periksakan Aleksius
baru terungkap," ujarnya.

Kabid Humas Polda Kal-
bar, Kombes Pol Donny Charles
Go membenarkan bahwa sebe-
lum terjaring tangkap tangan
KPK, Gidot dipanggil Polda
Kalbar untuk dimintai kete-
rangan dalam kasus Dana Ban-
tuan Khusus (Bansus) Desa dari
Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD)
Bengkayang tahun anggaran
2017 senilai Rp20 Miliar.

"Iya, memang ada pe:
manggilan. Tapi saya tidak
tahu itu (korelasi dengan
OTT KPK)," katanya.

Namun, kata Donny,
Polda Kalbar merasa kebe-
ratan atas pernyataan KPK
yang mengatakan bahwa
uang yang diminta Gidot un-
tuk mengurus kasus korupsi
dana bansus tersebut.

"Karena masih pernya-
taan sepihak, di mana alasan
seperti itu bisa saja dimun-
culkan memanfaatkan situasi
sedangkan Situasi nyata; Dit-
reskrimsus tetap menangani
kasus bansus desa di BPKAD
Bengkayang," katanya.

Kalaupun dalam proses pe-
nanganannya terkesan lambat,
hal tersebut disebabkan penyi-
dik Polda Kalbar menunggu
hasil pemeriksaan * kerugian
negara. Sementara hasil peme-
riksaan itu dikeluarkan BPK RI
setelath 18 bulan darilsurat per--
mohonan penyidik.

"Seminggu  kemudian-
Polda Kalbar sudah mene-
tapkan dua orang sebagai ter-
sangka," ujarnya.(sms/bls)
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maka Polda Kalbar bisa membalikkan,
meminta pertanggungjawabannya. .
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